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Dengan ini saya, DHITA SRIMUTIA, NPM : 1403100131 menyatakan dengan 
sungguh-sungguh : 
1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk 
yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatann karya ilmiah 
oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta 
mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di 
hukum menurut undang-undang yang berlaku. 
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya 
orang lain atau plagiat serta karya jiplakan dari orang lain. 
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan 
untuk memperoleh kesejarnaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Bila ditemukan di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya 
bersedia tanpa mengajukan banding menerima sangsi : 
1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan. 
2. Pencabutan kembali gelar kesejarnaan yang telah saya peroleh, serta 
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Masalah resiko perkerjaan nelayan merupakan salah satu masalah yang 
sangat penting.Oleh sebab itu Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan upaya 
peningkatan perlindungan terhadap nelayan dengan cara menerbitkan program 
Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Sibolga terus melakukan upaya agar kesadaran nelayan di Kota Sibolga 
meningkat dengan cara melakukan sosialisasi dan mengajukan APBD untuk biaya 
premi agar nelayan tidak membayar premi.Dari itu penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi 
Nelayan (BPAN) dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat nelayan 
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.Adapun metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif.Hasil penelitian ini berdasarkan dari ketiga tolak ukur efektivitas 
program kerja,diantaranya; program kerja, kualitas pelayanan,dan efektivitas 
program kerja Dari tolak ukur tersebut peneliti memperoleh kualitas 
pelayanan,program kerja dan efektivitas program kerja tidak berjalan 
efektif.Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas pelaksanaan Bantuan 
Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dalam rangka meningkatkan perlindungan 
masyarakat nelayan tidak berjalan efektif.Dengan tingkat kesadaran nelayan yang 
masih rendah berkisar 60% diperoleh pengolahan data KPP Kota Sibolga.Kata  
 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya 
manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus berkarya dan 
beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita 
yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, tabi’in dan 
tabiat serta kepada kita selaku ummatnya. 
Penulisan ini tidak lah mudah dengan perjalanan yang cukup panjang, 
banyak ujian, rintangan dan hambatan.Alhamdulillah, berkat ridha dan karunia 
Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Yang berjudul “ Efektivitas 
Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Dalam Rangka 
Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Nelayan Di Dinas Kelautan Dan 
Perikanan Kota Sibolga,” sebagai kewajiban memenuhi persyaratan dalam 
menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis 
menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik 
dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusun dimasa yang 
akan datang. 
Penulis hanyalah makhluk sosial yang juga tidak dapat melakukan sesuatu 
tanpa bantuan manusia lainya, sama halnya dengan penulisan dan penelitian 
skripsi yang telah banyak melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis 
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mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta 
membantu dalam penyusunan skripsi ini, bantuan, dukungan, serta do’a dan 
bimbingannya. Dengan tulus dan rasa cinta, penulis ucapkan terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Aidil Fitri Parasribu yang bekerja keras 
mencari biaya kuliah dengan menjual kopi dan ibunda Melina Sinaga 
tersayang yang telah menjadi ibu yang kuat dalam segala hal, serta kedua adik 
penulis Dhea Radiah Sabila Pasaribu dan Dhisa Oriza Sativa Pasaribu yang 
dibanggakan. Berkat do’a dan nasihat dari mereka sehingga penulis 
diringankan langkah sampai jenjang yang telah dicita-citakan penulis, ingin 
menaikkan derajat keluarga dengan menjadi seorang sarjana. 
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara. 
3. Bapak Dr. Arifin Saleh,S.sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sementara. 
4. Bapak Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
6. Almarhum bapak Tasrif Syam M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang 
telah membantu penulis dalam berprestasi selama kuliah. 
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memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi 
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15. Dan teman-teman stambuk 2014 Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. 
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan 
mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, 
khusunya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sibolga yang merupakan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan 
sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya para penduduk yang tinggal 
didaerah garis pantai memilih pekerjaan sebagai nelayan (Prama Taufiq, 2001). 
Nelayan adalah salah satu usaha yang dimana mereka hanya memanfaatkan hasil 
dari lautan seperti hasil tangkapan ikan. Karena begituluasnya laut, maka hasil 
yang didapatkan begitu maksimal baik dalam berupa tangkapan ikan, maupun 
budidaya perikanan.Meski nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor 
kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Sibolga masih belum dapat 
dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini 
mengakibatkan kontiniutas hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan 
kecil belum efisien dan memiliki produktifitas usaha yang rendah. Selain itu, 
profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa 
dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali 
dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, 
dan seringkali terjadi. 
Terkait pentingnya perlindungan bagi pekerjaan nelayan, pemerintah 
telah membawa angin segar karena telah mengadangkan Undang-undang No. 7 
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya 
Ikan, Dan Petambak Garam.Pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak bagi seorang 




pencemaran. Hal itu diwujudkan  melalui program Bantuan Premi Asuransi 
Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan 
dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia 
Indonesia.BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik 
dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan 
menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. 
Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, 
dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. 
Namun persoalan lain yang muncul, bahwa seluruh ekspektasi dari 
program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan 
apa yang diharapkan. Sehingga masih banyak sebab yang mengakibatkan 
program kerja ini tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Misalnya ada 
kecelakaan yang menyebabkan nelayan meninggal dunia dan dari pihak 
keluarganya ingin mengurus hak hak dari asuransi nelayan tersebut tetapi 
pelayanan dari pihak KKP tidak sesuai dengan peraturan asuransi tersebut dan 
belom ada kesadaran dari nelayan buat mengasuransikan dirinya.Untuk itu Dinas 
Kelautan dan Perikanan kota Sibolga terus berupaya membuat program BPAN 
ini menjadi program yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat 
nelayan akan resiko kerja yang tinggi.Hal inilah yang perlu menjadi perhatian 
serius bagi instansi-instansi terkait yaitu DKP Kota Sibolga yang bekerjasama 
dengan perusahaan asuransi Jasindo untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam 






Daftar Nelayan yang Terdaftar Di Asuransi Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Sibolga 
No. Penyedia Tahun perusahaan 




50 35 - 198 1879 2.842 - Bumi Putera 
2 KKP RI 
Jakarta 
- - - - 530 2875  Jasindo 
Sumber Data BPAN Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga  
Maka berdasarkan hal tersebut peneliti sangat perlu untuk 
mengadakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 
peran program BPAN bagi nelayan kota Sibolga. Untuk itu peneliti sangat 
membutuhkan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini (skripsi) yang 
merupakan syarat penelitian untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1). Dalam ini 
peneliti akan mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan  Bantuan Premi Asuransi 
Nelayan (BPAN) dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat 
Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga”. 
 
 




Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan 
perkembangan.Dengan demikian masalah merupakan tantangan dan kesulitan 
yang timbul dan harus dihadapi atau diatasi dengan beberapa alternatif pemecahan 
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Perumusan masalah 
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat 
terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui arah 
batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam 
suatu penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini ialah sebagai berikut: “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan 
Bantuan Premi Asuransi Nelayan dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi 





C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan  merupakan  sasaran  utama  yang  ingin  dicapai  seseorang 
melalui kegiatan penelitian. Tanpa  tujuan kegiatan  yang  ingin 
dilaksanakan  tidak mempunyai arah yang jelas.Maka perlu ditentukan 




Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan 
(BPAN) dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi  Masyarakat 
Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga. 
2. Manfaat Penelitian 
 Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah : 
a) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 
peneliti tentang efektifitas pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan 
(BPAN) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha masyarakat 
nelayan di dinas kelautan dan perikanan kota sibolga 
b) Memberikan kontribusi bagi para praktisi di Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kota Sibolga tentang efektifitas pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi 
Nelayan (BPAN) dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan dalam penelitian selanjutnya. 
c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 
khususnya dalam rangka memperkaya literature bacaan dan khasanah 





D. Sistematika Penulisan 




 Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perusumusan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
BAB II : URAIAN TEORITIS  
 Pada Bab ini berisikan serta Menguraikan teori-teori tentang Konsep 
Efektifitas,Pelaksanaan,PremiAsuransi,KualitasPelayanan,Perlindunga
n 
BAB III : Metode Penelitian 
 Pada Bab ini mencakup dari jenis Penelitian, Defenisi Konsep, 
Kategorisasi, Kerangka Konsep, Teknik Penentuan Narasumber, 
Teknik Pngumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Lokasi Penelitian.  
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada Bab ini Menguraikan tentang Penyajian dan Hasil Pengamatan 
dari Jawaban Narasumber-Narasumber. 
BAB V : PENUTUP 
 Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-
saran yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
















A. Konsep Efektivitas 
 
1. Pengertian Efektivitas 
Kata efektif  berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, 
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 
mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 
menunjang tujuan.Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 
sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 
program.Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan 
ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. 
Efektivitas menurut Limbong (2017: 10) adalah pemanfaatan sumber daya, 
dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat 
pada waktunya. 
Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan 
yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga 
tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil 




Yuniarsih (2013: 158) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan 
optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, 
kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber 
daya organisasi. 
Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas 
merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana 
dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah 
tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran 
atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat 
dikatakan tidak efektif. 
Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya 
menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu 
pekerjaan atau progam. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kondisi yang 
menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan 
kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan 
prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara 
sadar telah ditetapkan sebelumnya. 
Serta efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan 
optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, 
kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber 




(2013:158) yang mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi 
ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, 
durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya 
organisasi. 
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 
Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Adapun menurut Sutrisno (2011: 125) terdapat empat kelompok variable yang 
berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (a) karakteristik organisasi, 
termasuk struktur dan organisasi; (b) karakteristik lingkungan internal dan 
lingkungan eksternal; (c) karakteristik karyawan; (d) kebijakan praktik 
manajemen.  
Makmur (2011: 7) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari 
beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut : (a) ketepatan waktu. Waktu 
adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang 
dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan 
suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan 
efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; (b) ketepatan 
perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam 
arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan 
pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan 
baik.Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian 
daripada efektivitas; (c) ketepatan dalam pengukuran.Dengan ketepatan ukuran 




daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah 
organisasi; (d) ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan 
bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi 
melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik 
atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur 
diantara yang baik dan jujur; (e) ketepatan berpikir. Ketepatan berfikir akan 
melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu 
dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang 
maksimal; (f) ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu 
organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah 
satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh 
bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka 
akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi; (g) ketepatan dalam 
menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas 
organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 
yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan 
kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang; (h) ketepatan sasaran. 
Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara 
organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula 
sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat 
pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. 
Handayani (2017: 17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan 




Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa 
yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri. 
Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas 
diantaranya; kebijakan dan pilihan tujuan yang mumpuni, kemampuan sumber 
daya manusia yang mengelola, dukungan lingkungan internal dan eksternal 
organisasi, pembiayaan atau anggaran yang mencukupi, serta ketepatan waktu dan 
ketepatan sasaran.Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas yang diharapkan 
tercapainya keberhasilan suatu pekerjaan atau program di dalam organisasi. 
 
3. Kriteria Efektivitas 
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 
karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari 
siapa yang menilai serta menginterfresentasikannya. Bila dipandang dari sudut 
produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa 
efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat 
efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 
ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha 
atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 
tujuan tidak tercapai atau sasaran  yang  diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak 
efektif. 
Handayani (2017: 13) menjelaskan kriteria efektivitas dapat diukur dari 




yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat- 
alat dan sumber daya yang ada. 
Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak juga telah dijelaskan 
oleh Siagian (2001: 24) yaitu; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini 
dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang 
terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian 
tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam 
melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar 
para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (c) proses 
analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang 
hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu 
menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 
operasional; (d) perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 
sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (e) penyusunan 
program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam 
program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana 
akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (f) tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan 
bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 
disediakan oleh organisasi; (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, 
bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif 
dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena 




pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia 
yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem 
pengawasan dan pengendalian.  
Rihardini (2012: 15) mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu; (a) 
pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai 
suatu proses.Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 
diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 
maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.Sebuah program dikatakan efektif 
jika telah teapat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian 
tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang 
merupakan target kongktit; (b) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau 
program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan 
tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu 
diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar 
belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari 
pelaksana program juga termasuk di dalam adaptasi program, agar tujuan dari 
sebuah program dapat tercapai secara maksimal.Serta adanya tanggapan program 
dari lingkungan luar seperti keingginan sasaran, dan kualitas dari program itu 
sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 
berbagai macam organisasi lainnya; (c) integrasi menyangkut proses sosialisasi. 
Sosialisasi di sini merupakan sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka 




pamflet. Proses sosialisasi ini mempunyai tujuan agar program yang berjalan 
dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat 
tujuan adanya program tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan menjadi delapan ukuran 
ataupun kriteria efektivitas antara lain; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
sebagai suatu proses; (b) perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 
tujuan yang hendak dicapai dan strategi pencapain tujuan yang telah ditetapkan; 
(c) penyusunan perencanaan program yang tepat dan matang; (d) tersedianya 
sarana dan prasarana kerja; (e) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (f) sistem 
pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik; (g) adaptasi adalah 
kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya; (h) dan integrasi menyangkut proses sosialisasi artinya melakukan 
kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan sosialisasi. 
4. Pengertian Efektivitas Program  
Efektivitas program juga merupakan suatu ukuran keberhasilan dari 
program yang sedang dijalankan. Secara umum efektivitas program memiliki arti 
telah berhasilnya suatu program yang dilakukan sesuai dengan yang dinginkan. 
Definisi efektivitas sendiri telah dikemukaan sebelumnya melalui beberapa 
pendapat para ahli diantaranya yaitu, menurut Raihani (2015: 8) adalah kondisi 
atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan 
sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran 




Yuniarsih (2013: 158) mengatakan efektivitas berkaitan dengan optimalisasi 
ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, 
durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya 
organisasi. 
Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas 
merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana 
dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah 
tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran 
atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat 
dikatakan tidak efektif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kondisi yang 
menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau kegiatan, dengan 
kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan 
prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara 
sadar telah ditetapkan sebelumnya. 
Pengertian program sendiri secara umum adalah kegiatan telah ditentukan 
untuk dilaksanakan. Kemudian dikemukakan oleh Jones (1991: 296) yaitu 
program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program 
dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan 
yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur 
yang harus dilalui, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya 




adalah suatu kegiatan dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan 
melihat anggaran. 
Dapat pula disimpulkan yang dimaksud dengan program adalah suatu cara 
yang dilakukan dalam kegiatan organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan 
melihat pula pada anggarannya untuk mencapai suatu tujuan. 
Kemudian Andari (2017: 16) mendefinisikan efektivitas program adalah 
kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana 
melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran 
serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan. 
Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara 
untuk mengukur efektivitas program.  Menurut Setiawan  (2008: 21) Efektivitas 
program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output 
program. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran 
untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi terhadap efektivitas 
program pelatihan  yang dapat dilakukan  melalui reaksi peserta terhadap program 
yang diikuti.  
Menurut Budiani (2007: 53) untuk mengukur efektivitas suatu program 
dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : (a) 
ketepatan sasaran program (yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan 
sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya); (b) sosialisasi program (yaitu 
kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program 
sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada 




tujuan program (yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program 
dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya); (d)  pemantauan 
program (yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai 
bentuk perhatian kepada peserta program). 
Nasution (2017: 19) menjelaskan bahwa efektivitas program memiliki 
beberapa ukuran efektivitas, antara lain; (a) pencapaian tujuan (pencapaian adalah 
keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh 
karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 
baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan 
dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : 
(1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang 
kongkrit); (b) integrasi (pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 
berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : 
(1) prosedur,  (2) proses sosialisasi.); (c) adaptasi (proses penyesuaian diri yang 
dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan–perubahan 
yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) 
peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana).  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan efektivitas program adalah 
kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan 
prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, 




konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar 
tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya. 
Maka efektivitas program dapat dikatakan efektif jika diukur dari ; 
kesesuaian prosedur, pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, 
pencapaian tujuan dan integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan 
konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. 
B. Pelaksanaan 
1. Pengertian pelaksanaan 
Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka untuk 
memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti 
yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapan Pertama maju 
menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, 
mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk 
infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana 
mengahantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.  
Berdasarkan pandangan ini diketahui bahwa proses pelaksanaan 
kekhawatiran kebijakan yang sebenarnya tidak hanya perilaku badan administratif 
bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 
kepada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, 
ekonomi, sosial dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku 
dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah yang tujuan kebijakan 





  2.faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu 
proses pelaksanaan. 
Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan 
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang 
disampaikan. 
Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen 
yaitu terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 
pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas 
sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 
Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program        
khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari 
mereka yang menjadi implementer program 
Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures).yang 
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam 
mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan 
memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. 
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 
proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 
antara factor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 
pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlat 




1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan. 
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 
perubahan dan peningkatan, 
3. Unsur pelaksanan baik organisasi maupun perorangan yang 
bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari 
proses implementasi tersebut.  
Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 
senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 
Jadi, menurut pengertian di atas pelaksanan merupakan aktifitas yang di 
kerjakan sesuai rencana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang 
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak 
Garam. Undang-undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas 
mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan. Sehingga program tersebut 
mencapai sasaran dan tujuan. 
3.Pelaksanaan Program 
 
Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan 
dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan 
pelaksanaandan program,agar lebih jelas mengenai pengertian 
pelaksanaanprogram itu sendiri.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 
308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau 
melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida 




dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau 
pengaruh.” Lebih lengkap la 
gi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis 
rencanayang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, 
kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah 
ditetapkan.Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI 
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
menyatakan bahwa :  
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh in 
stansi masyarakat. 
Dalam proses pelaksanaan suatu program sesunggunya dapat berhasil, 
kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang 
dicapai atau outcomes Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat 
berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat 
pencapaian sasaran suatu program. 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarikkesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan pelaksanaanprogram adalah serangkaian kegiatanyang 
dilakukan oleh individumaupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang 
didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa 




tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
   
4. Fungsi  pelaksanaan 
  
Fungsi pelaksanaan menurut Nawawi,2000 dalam Anggowo,2013 adalah sebagai 
berikut: Fungsi  
actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang 
dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti 
dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan 
tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan 
program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, 
dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi 
yang telah ditetapkan. Fungsi dari Pelaksanaan (actuating) adalah sebagai berikut:  (James 
Stoner, 1993) 1) 
a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi 
kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian 
tujuan 
b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 
c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan 
  
Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi 
serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya 




manajer selaku pimpinan organisasi. Manajer yang ingin berhasil menggerakkan karyawannya 
agar bekerja lebih produktif, harus memahami dan menerapkan ilmu psikologi, ilmu 
komunikasi, kepemimpinan dan sosiologi. 
Seorang manajer harus mampu bersikap yaitu objektif dalam menghadapi berbagai 
persoalan organisasi melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan 
karakter stafnya baik sebagai individu maupun kelompok manusia. Manajer mempunyai tekad 
untuk mencapai kemajuan, peka terhadap lingkungan dan adanya kemampuan bekerja sama 
dengan orang lain secara harmonis.(Herujito, 2003) Dengan kata lain, manajer harus peka 
dengan kodrat manusia yaitu mempunyai kekuatan dan kelemahan, tidak mungkin akan mampu 
bekerja sendiri dan pasti akan memerlukan bantuan orang lain, manusia mempunyai kebutuhan 
yang bersifat pribadi dan sosial, dan pada diri manusia kadang-kadang muncul juga sifat-sifat 
emosional. (Herujito, 2003). 
5. Prinsip pelaksanaan 
  
Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang 
mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta 
efesien untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan/pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks 
karena disamping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-
manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki 
pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh 
pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:  
a. Prinsip mengarah pada tujuan Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang 




sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri 
sendiri,artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan 
dukungan/bantuan dari factor-faktor lain seperti :perencanaan, struktur organisasi, 
tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk 
meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.  
  
b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi 
kebutuhannya yang mungkn tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Mereka 
mengkehendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu 
besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan 
kepentingan perusahaan. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. 
Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya 
dengan cara yang wajar. Sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat 
bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
c. Prinsip kesatuan komando Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk 
menyatukan arah tujuan dan tangggung jawab para bawahan. Bilamana para bawahan 
hanya memiliki satu jalur didalam melaporkan segala kegiatannya. Dan hanya ditujukan 
kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan didalam pemberian instruksi dapat 
dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil 
maksimal. Menurut Kurniawan (2009) 
 prinsip-prinsip dalam penggeraka antara lain: 




b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia 
c. Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi 
d. Menghargai hasil yang baik dan sempurna 
e. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih 
f. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup 
g. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya 
  
C. Premi Asuransi 
1. Pengertian Premi Asuransi 
 
Seperti yang telah kita ketahui bahwa asuransi dalam bahasa Belanda yaitu 
berasal dari Assurantie yang terdiri dari kata “assuradeur” yang berarti 
penanggungan dan “geassureerde” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam 
bahasa Prancis disebut “Assurance” yang berarti menganggung sesuatu yang 
pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “Assecurare” yang berarti 
menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kara asuransi disebut ”Insurance” 
yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan 




Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko, dengan cara 
mengalihkan / mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain, dalam 
hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan 
aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang 
dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. 
Sedangkan pengertian premi dalam asuransi sendiri yaitu pembayaran dari 
tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko 
kepada penanggung. Dengan demikian premi asuransi merupakan: 
1.      Imbalan atas jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada 
tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh 
tertanggung (pada asuransi kerugian). 
2.      Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung 
kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko 
hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa) 
 
2. Fungsi Premi Asuransi 
Premi  merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi 
penanggung maupun tertanggung. 
Premi sangat penting bagi penanggung, karena dengan premi yang berhasil 
dikumpulkan dan para tertanggung (yang jumlahnya cukup banyak) dalam waktu 
yang relatif lama, akan membentuk sejumlah dana yang cukup besar, dan dari 




1.      Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum 
terjadi kerugian. 
2.      Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga 
mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian. 
Sedang bagi tertanggung premi juga sangat penting, karena Premi yang harus 
dibayar adalah unsur biaya baginya yang akan mempengaruhi kegiaran/tingkat 
konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi-rendahnya premi pada umumnya akan 
menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung apakah dia akan menutup risiko 
dengan asuransi atau tidak. 
 
3.  Aktuaria dan Penentuan Tarif Premi 
Pekerjaan menghitung premi pada asuransi adalah merupakan fungsi yang 
sangat penting. Maka pada setiap perusahaan asuransi ada bagian yang khusus 
menangani pekerjaan ini. Bagian atau orang yang berfungsi mengerjakan tugas ini 
disebut aktuaria/aktuaris. 
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif preml 
asuransi umumnya menyangkut (terutama pada asuransi kerugian): 
1.      Jenis barang yang diasuransi. 
2.      Kondisi pertangungannya. 
3.      Jenis alat pengangkut barang yang diasuransikan. 
4.      Cara penimbunan/pengaturan barang dalam pengangkutan. 




Dalam menentukan tarif harus diupayakan terciptanya jumlah ideal yang 
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, yaitu tarif yang dapat menghasilkan 
pendapatan bagi perusahaan untuk mengganti kerugian yang terjadi dan 
memberikan sedikit keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang 
bersangkutan. 
Tarif yang ideal harus dapat memenuhi beberapa prinsip, antara lain : 
1.      Adequate, artinya premi tersebut harus menghasilkan cukup uang untuk 
membayar kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh subjek dari 
mana uang itu dikumpulkan. 
2.      Not excessive, artinya bahwa tarif jangan berlebihan, harus 
memperhatikan kepentingan pembeli, kondisi persaingan dan sebagainya. 
3.      Equity, yang berarti tarif tersebut tidak membeda-bedakan risiko yang 
sama (harus adil), bila kualitasnya sama tarifnya harus sama. 
4.      Flexible, artinya tarif yang ditentukan harus selalu disesuaikan dengan 
keadaan, artinya bila keadaan berubah tarif harus diubah pula. 
Selain itu yang perlu diperhatikan adalah faktor perangsang dalam penentuan 
tarif suatu objerk asuransi, karena faktor ini biasanya cukup berpengaruh terhadap 
keputusan calon tertanggun untuk mempertanggungkan kepentingannya.  
 





Tarif premi yang dikenakan terhadap suatu objek asurainsi sangat bermacam-
macam sifatnya dan umumnya terdiri pula dari beberapa komponen. Macam-
macam dan komponen dari tarif premi asuransi antara lain sebagai berikut: 
1.      Premi dasar 
Adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis 
dibuat/dikeluarkan, yang perhitungannya didasarkan: 
a.       Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung 
pada waktu penutupan asuransi yang pertama. 
b.      Luasnya resikko yang dijamin oleh penanggung sebagaiman dikehendaki 
oleh tertanggung. 
Premi dasar inilah yang tercantum dalam polis dan umumnya tidak berubah 
selama data keterangan dan luas jaminan tidak berubah. Premi dasar biasanya 
terjadi dari tiga kelompok, yaitu : 
a.       Komponen premi untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin 
terjadi, yang tingginya didasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian. 
b.      Komponen premi dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan 
asuransi 
c.       Komponen sebagai bagian keuntungan bagi perusahaan asuransi. 
2.      Premi tambahan 
Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada 
penanggung ketika menutup asuransi atau interest-nya tidak selalu sama dengan 




data/informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan 
kondisi pertanggungan. 
Untuk tambahan data/keterangan interest yang diasuransikan atau perubahan / 
penambahan risiko yang dijamin, kepada tertanggung dikarenakan premi 
tambahan. 
3. Reduksi Prima 
Dalam hal-hal tertentu penanggung dapat memberikan pengurangan terhadap 
premi yang dikenakan. 
4.      Tarif Kompeni 
Untuk menghindari persaingan tidak sehat antar perusahaan asuransi, 
organisasi/gabungan perusahaan-perusahaan asuransi biasanya menyusun daftar 
tarif asuransi, yang harus dipakai sebagai pedoman para anggotanya dalam 
menentukan tarif premi asuransi yang akan dikenakan kepada para nasabahnya. 
 Di Indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia, dengan 
tujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggungan, disamping untuk 
menghindari persaingan (khususnya yang tidak sehat) 
Sedangkan tarif yang ditentukan sendiri oleh masing-masing perusahaan 
asuransi disebut tarif non-kompeni. 
 
5.  Pengertian menurut ahli 
Premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, 
sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko para penanggung. Besarnya premi 




perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. 
Djojosoedarso (2003:127) 
Premi asuransi adalah sesuatu yang di berikan sebagai hadiah atau sesuatu 
yang di bayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu 
pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.Irmayanto(1997:144). 
premi asuransi adalah sebagai uang yang di bayarkan oleh tertanggung 
terhadap perusahaan asuransi yang dapat di tentukan dengan cara tertentu. 
Subagiyo,dkk ( 1998:84) 
 
Jadi, berdasarkan pendapat ahli diatas Premi Asuransi juga diartikan sebagai 
pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas 
pengalihan resiko para penanggung. 
D. Kualitas Pelayanan 
1. Pengertian Kualitas Pelayanan 
Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 
jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 
(Tjiptono, 2006). Definisi lain kualitas adalah derajat yang dicapai oleh 
karakteristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan (Lupiyoadi dan 
Hamdani, 2006). Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 
produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 12 
Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang 
sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 




mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan 
gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas. Salah satu model kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan 
dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality). Service 
quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para 
pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service quality dapat diketahui 
dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar 
mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas 
pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan, yang 
melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kualitas bukanlah 
diukur dari sudut pandang penyedia jasa saja, tetapi berdasarkan sudut pandang/ 
persepsi pelanggan. Hal ini disebabkan karena pelangganlah yang membeli dan 
memakai jasa. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 
diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 
diterima atau dirasakan melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 
dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 
rendah daripada yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 
kualitas yang buruk.  
 
2. Dimensi Kualitas Pelayanan 
Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan 
persepsi pelanggan terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan. Ada lima 




1. Bukti Langsung (tangibles), adalah bukti fisik suatu perusahaan dalam 
menunjukkan esksitensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 
lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 
diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik perlengkapan, 
pegawai, dan sarana komunikasi. 
2. Kehandalan (realibility), yakni kemampuan memberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Dalam unsur 
ini, pemasar dituntut untuk menyediakan produk atau jasa yang handal. 
Produk atau jasa jangan sampai mengalami kerusakan/ kegagalan. 
Dengan kata lain, produk/ jasa tersbut selalu baik. 
3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 
tanggap. 
4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf: bebas dari bahaya, 
resiko, atau keragu-raguan. 
5. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 
para pelanggan. Untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, 
sangat penting untuk para karyawan memperhatikan pelanggannya. 
 Pendapat lain yaitu dari Garvin (Tjiptono, 1996) dimana ada delapan dimensi 




a) Kinerja yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti. 
b) Ciri atau keistimewaan tambahan yaitu karakteristik sekunder atau 
pelengkap. 
c) Kehandalan yaitu kemungkinan kecil mengalami kerusakan atau gagal 
dipakai. 
d) Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 
operasi memnuhi standar-standar yang ditetapkan sebelumnya. 
e) Daya tahan yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat terus 
digunakan. 
f) Serviceability dapat meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 
mudahdireparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan. 
g) Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indra. 
h) Kualitas yang dipersepsikan yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung 
jawab perusahaan terhadapnya. 
Kualitas pelayanan dapat dinilai dari banyak faktor yang berhubungan, 
dimana kualitas pelayanan dapat dinilai dari persepsi pelanggan dalam menikmati 
barang dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, sehingga yang dirasakan oleh 
pelanggan adalah keinginan yang selalu terpenuhi dan harapan terhadap performa 
barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat diterima. 
3. Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan 
manajemen. Pelanggan merupakan fokus utama pembahasan mengenai kepuasan 




penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang 
diberikan perusahaan. Sedangkan menurut Sumarwan (2003), kepuasan pelanggan 
merupakan dampak dari perbandingan antara harapan pelanggan sebelum 
pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh pelanggan dari produk yang 
dibeli tersebut. Menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 
setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 
harapannya (Kotler dkk, 2000). 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan yang 
ditinjau dari sisi pelanggan yaitu mengenai apa yang telah dirasakan pelanggan 
atas pelayanan yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang mereka 
inginkan. Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 
pelanggan yang merasa puas. Hal ini memberikan beberapa manfaat diantaranya 
hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar 
yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan 
membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 
perusahaan. 
Menurut Kotler (2000), 
 ada empat metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan 
pelanggan, yaitu: 
a. Sistem keluhan dan saran 
Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya untuk 
menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang 




b. Survei kepuasan pelanggan 
Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap 
kualitas jasa perusahaan tersebut dimana dapat dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner oleh karyawan kepada pelanggan. Dari hasil survei tersebut, perusahaan 
dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan jasa perusahaannya. 
c. Ghost shopping 
Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang perusahaan 
(ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing dengan 
tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan 
perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan koreksi terhadap perusahaan itu 
sendiri. 
d. Analisa pelanggan yang hilang 
Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali 
pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung lagi di perusahaan tersebut karena 
telah berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan dapat menanyakan 
sebab berpindahnya pelanggan ke perusahaan pesaing 
 
4. Pengertian kualitas pelayanan menurut para ahli. 
  Kualitas pelayanan adalah mutu dari pelayanan yang diberikan kepada 
pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan 
standar prosedur pelayanan. Suwithi(2002:84) 
 kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik 




pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi perusahaan 
yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas pada 
pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin 
mencapai keberhasilan. Kotler (2000:25) 
  
kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 
harapan konsumen. Tjiptono (2007). 
 
Jadi,berdasarkan menurut para ahli diatas kualitas pelayanan adalah mutu 
atau totalitas dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai upaya 






E. Perlindungan  
 
      1. Pengertian perlindungan menurut para ahli. 
Perlindungan adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 




agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Raharjo 
(1998:24) 
 
 Perlindungan adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan 
dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti 
hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. M. Hadjon (2001:09) 
 
Perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 
aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun 
fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.Kansil (1896) 
. 
Jadi,berdasarkan menurut para ahli diatas pengertian perlidungan adalah 
suatu peraturan yang memberikan pengayoman yang akan dapat melindungi suatu 













A. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
dengan analisis pengolahan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek 
penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi 
variable telah berjalan dengan baik atau tidak. 
Berdasarkan penjelasan Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-
lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah. Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang juga dikemukakan 
oleh Moleong (2012: 11) ialah dimana data yang dikumpulkan adalah berupa 
kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian 
akan berisi kutipan-kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumen resmi lainnya.  
Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut 
karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada 




Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga  dalam rangka meningkatkan perlindungan 
masyarakat nelayan.Dengan demikian peneliti berharap bisa mengumpulkan dan 
menganalisis data yang didapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan 
bagaimana efektivitas pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) 
dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat nelayan di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kota Sibolga. 
 
B. Kerangka Konsep 
Kerangka konsep merupakan hasil pemikiran yang bersifat krisis dalam 
memperkirakan kemungkin hasil penelitian yang akan dicapai. Kerangka konsep 
disusun sebagai perkiraan teoritis dan yang akan dicapai setelah analisa secara 
kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki (Nawawi, 2005:43). 
Konsep dimaksud untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang 
digunakan dalam suatu penelitian, dengan tujuan menjelaskan kata-kata yang 
mungkin masih abstrack dengan teori tersebut. Jika kerangka teori digunakan 
untuk member landasan atau dasar berpijak atas penelitian yang akan dilakukan, 
maka konsep dimaksud untuk mejelaskan makna dan maksud dari teori yang 










EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN 
PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) 
DALAM  RANGKA MENINGKATKAN 
PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT 
NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN 









C. Definisi Konsep 
Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan atau individu yang menjadi 
pusat perhatian ilmu sosial. Dari uraian diatas, digunakan konsep pemikiran untuk 
mempersempit pengertian yang akan diteliti: 
1. Efektivitas adalah sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan tujuan yang telah di tentukan dan sesuai dengan sasarannya, untuk 
menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang telah di jalankan. 
2. Pelaksanaan adalah aktivitas kegiatan yang telah direncanakan secara 
teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
3. Premi asuransi juga diartikan sebagai pembayaran dari tertanggung kepada 
penanggung,sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko para penanggung. 
4. Kualitas pelayan adalah mutu atau totalitas dari pelayanan yang diberikan 
kepada pelanggan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen. 
5. Perlindungan adalah suatu peraturan yang memberikan pengayoman yang 
akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 
 
1. PELAKSANAAN 








 Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya 
mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang 
menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel 
tersebut.Adapun kategorisasdari penelitian ini adalah: 
a) Kualitas pelayanan,kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus 
dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan.Namun tindakan tersebut 
tidak berwujud dan mudah hilang,namun dapat dirasakan dan 
diingat.Dampaknya adalah konsumen dapat lebih aktif dalam proses 
mengkonsumsi produk dan jasa suatu perusahaan. 
b) Program kerja,program kerja adalah sebuah rencana kegiatan organisasi 
yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh 
pengurus. 
c) Efektivitas program kerja,efektivitas program kerja adalah suatu ukuran 
keberhasilan dari program yang sedang dijalankan. 
 
E. Narasumber 
 Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti 
dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Efektivitas 
Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dalam rangka 
meningkatkan pemberdayaan usaha masyarakat nelayan di Dinas Kelautan dan 




1)  Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah (empat) orang antara 
lain : Narasumber 1 
Nama   : Ir. Binsar Manalu,M.M.kk   
Usia   : 50 Tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Sibolga 
Pendidikan Terakhir : S2  
2) Narasumber 2       
Nama   : Syafrizal Tanjung, S.Stpi 
Usia   : 36 Tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan/ Jabatan  : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas 
Kelautan dan Perikanan 
Pendidikan Terakhir : S1  
 
3) Narasumber 3    
Nama   : Cristina R.Hutapea,S.P4 
Usia   : 32 Tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga 




4) Narasumber 4       
Nama   : Budi Tanjung 
Usia   : 34 Tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan/ Jabatan : Masyarakat Nelayan Kota Sibolga 
Pendidikan Terakhir : SMP (Sekolah Menengah Pertama) 
5) Narasumber 5       
Nama   : Mardiah Nainggolan 
Usia   : 32 Tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan/ Jabatan : Istri dari Nelayan yang meninggal dan 
mendapat asuransi 







F. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti 
mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 




Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara mendalam yakni berupa 
wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara 
bertatap muka langsung dengan narasumber, dengan maksud mendapatkan 
gambaran lengkap dan hasil akurat mengenai topik pembahasan yang diteliti. 
Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 
menggunakan sumber yang diamati atau diwawancarai menggunakan sumber data 
utama melalui catatan tertulis. 
Wawancara mendalam (intensive/depth interview) adalah teknik 
mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan 
informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini 
dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang) secara intensif.Biasanya wawancara 
mendalam menjadi alat utama pada penelitian kualitatif.Pada wawancara 
mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respons 
informan.Artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban lengkap dan 
mendalam. (Mulyana, 2010 : 178). 
Dengan wawancara mendalam (in depth interview) kepada informan, 
penulis dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden mengambil 
sebuah keputusan. Informan adalah orang yang dapat memberikan keteranganatau 
informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai 
narasumber selama proses penelitian (Mantra, 2004 : 36). Informan penelitian 
terdiridari tiga kelompok : 




b) Informan Ahli, yaitu para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan 
penjelasan berbagai ha; yang berkaitan dengan penelitian 
c) Informan Insidental, yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitianyang 
diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. (Ardianto, 
2010 : 61-62) 
 
2. Data Sekunder (Kepustakaan) 
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah dan literatur 
bacaan relevan yang mendukung penelitian. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber daya yang terkumpul, 
mempelajarai data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 
dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta 
menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti 
untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan 
mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan 
efektivitas sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD 





Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman : 
1) Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari  tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan  
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 
mencarinya bila diperlukan. 
2) Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami. 
3) Penarikan Kesimpulan  
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan 
bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori. 
 
H.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 





I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di pantai barat sumatera 
utara.Wilayahnya berada pada ketinggian 0-200 m diatas permukaan laut.Secara 
geografis,kota Sibolga terletak diantara 01°42’-01°46’ Lintang Utara dan 98°46’-
98°48’ Bujur Timur. Kota Sibolga di sebelah utara, Timur dan Selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Tapanuli Tengah,dan sebelah Barat berbatasan dengan Teluk 
Tapian Nauli.Sibolga memiliki wilayah seluas 10,77 km² atau 1.077 Ha yang 
terdiri dari 889,16 daratan di pulau Sumatera dan 18,84 Ha daratan berupa 
kepulauan. 
 
J .Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kota Sibolga,Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Sibolga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah 
tangga daerah dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang 
kelautan,perikanan,peternakan serta tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh 
Walikota Sibolga. 
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas (Eselon II.b), yang dibantu 1 (satu) orang pejabat structural Eselon III.a 
yaitu Sekretaris dan 4 (empat) orang pejabat structural Eselon III.b yaitu Kepala 
Bidang yang terdiri dari : 
1. Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) sub bagian:  




b) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 
c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
2. Bidang Kelautan yang membawahi 3 (tiga) seksi : 
a) Seksi Pemberdayaan Pesisir Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil 
b) Seksi Budi Daya dan Pengembangan Produksi 
c) Seksi Penelitian Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Kelautan 
3. Bidang perikanan tangkapa yagn membawahi 3 (tiga) seksi : 
a) Seksi Pemberdayaan Nelayan 
b) Seksi Usaha Agrobisnis dan Perizinan 
c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian 
4. Bidang Pengelolaan hasil perikanan yang membawahi 3 (tiga) seksi : 
a) Seksi Tekhnologi Pengelolaan 
b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Mutu 
c) Seksi Pemasaran dan Pemodalan 
5. Bidang Peternakan yang membawahi 2 (dua) seksi : 
a) Seksi Pengembangan Perternakan 
b) Seksi Kesehatan Hewan Ternak 
 
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga mempunyai Tugas Pokok dan 
Fungsi yaitu : 





a) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksanaan 
pemerintah kota. 
b) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 
Kota. 
c) Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan otonomi daerah 
dibidang Kelautan Perikanan dan Peternakan. 
 
2. Fungsi : 
 
a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan 
b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan uum 
c) Pembinaan terhadap UPTD di bidang Kelautan dan Perikanan 
d) Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian penangkapan 
ikan serta pengujian atas mutu dan sarana produksi ikan 
e) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. 
Untuk melaksanakan fungsi tersebut,Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Sibolga memiliki kewenangan untuk : 
A. Penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi 
serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan kota Sibolga 
B. Pemberian izin usaha dan pengawasana, pembudidayaan hatchery, 
penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali 




C. Penetapan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan di laut  
D. Penetapan kebijakan dan pengawasan 
eksplorasi,eksploitasi,konservasi,dan pengelolaan kekayaan laut sebatas 
laut kewenangan kota Sibolga 
E. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon dan bagan di 
wilayah perairan kewenangan Kota Sibolga 
F. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan 
G. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan 
H. Pembinaan pemukiman nelayan 
I. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan 
J. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan 
ternak 
K. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil periakanan 
dan perternakan 
L. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai,hutan bakau,dan terumbu 
karang lingkup kota Sibolga dan pulau-pulau kecil 
M. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di 
wilayah kewenangan kota Sibolga 
N. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan 
periaknan 
O. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam 
bidang dalam bidang Kelautan dan Periakanan yang wajib dilaksanakan 




P. Penyusunan rencanan bidang Kelautan dan Periaknan  
Q. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam 
termasuk di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil 
R. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama 
daerah bidang Kelautan  dan Perikanan  
S. Penyelenggaraan ekspor impor sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
T. Penyelenggaraan riset dan terknolohi bidang kelautan dan perikanan yang 
tidak beresiko tinggi 
U. Penyelenggaraan system kelautan dan perikanan 
V. Penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan 
W. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh perundangan-undangan 
di bidang kelautan dan perikanan 
X. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang kelautan dan 
perikanan 
 
K.  VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga 
VISI : TERWUJUDNYA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN  YANG 
MANDIRI 
Dengan makna sebagai berikut : 





2. Bahwa nelayan dan peternak di masa depan akan lebih unggul dan 
berkembang dalam usahanya 
3. Bahwa nelayan dan peternak dimasa depan hidup rukun dalam 
pemukiman yang wajar dan layak (asri)  
4. Bahwa nelayan dan peternak di masa depan sadar dan berusaha tidak 
merusak lingkungan 




1. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan 
2. Meningkatkan SDM aparatur 




 Sesuai dengan visi yang ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga adalah sebagai berikut : 
a) Meningkatkan perlindungan bagi nelayan terhadap resiko kerja 
b) Meningkatakan SDM nelayan dalam upaya pemanfaatan sumber daya laut 
dan pelestarian kawasan laut dan pantai 
c) Terwujudnya masyarakat nelayan yang mandiri dan sejahtera 




e) Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pedangan ikan 
f) Meningkatnya produksi periakanan tangkap 
 
STRATEGI 
 Untuk mewujudkan seperti yang disebutkan diatas, maka ditetapkan 
strategi seperti berikut : 
a) Tersedianya jaminan kerja nelayan 
b) Terwujudnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan pelestarian 
kawasan laut dan pantai 
c) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir 
d) Tersedianya usaha budidaya sebagai alternatif usaha masyarakat 
e) Meningkatnya usaha pemaasaran dan pengelolahan ikan 
f) Terlaksananya kegiatan penangkapan ikan yang optimal 
g) Terwujudnya kondisi ternak yang baik di kota Sibolga 
h) Tersedianya produk perternakan yang baik 
KEBIJAKAN 
Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga 
adalah : 
a) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produk 
perikanan dan perternakan 
b) Meningkatkan sosialisasi terhadap informasi program BPAN 





d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan dilaut 
e) Mendorong pengembangan usaha budidaya sebagai alternatif usaha 
dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan 
f) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha perikanan 
untuk memperluas wawasan dana meningkatkan kemampuan 
g) Melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap penyakit ternak 
h) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha pemasaran produk 
pengolahan perikanan dan perternakan. 
i) Meningkatkan SDM nelayan dengan peningkatan pengetahuan akan 
perundang-undangan dan kesadaran pelestarian sumber daya alam 
j) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat 
Tabel 3.1 
Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Berdasarkan 
Jabatan Struktural Tahun 2016 
 
No uraian Jumlah Pegawai 2016 keterangan 
1 Eselon II B 1  
2 Eselon III A 1  
3 Eselon III B 4  
4 Eselon IV A 14  
 jumlah 20  
 











Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Berdasarkan 
Pangkat dan Golongan Tahun 2016 
No Pangkat Golongan Jumlah (orang) 
1 Pembina IV 7 
2 Penata III 42 
3 Pengatur II 13 
4 THL - 19 
jumlah   81 


















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.Hasil Penelitian  
Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh 
selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang 
diperoleh dengan komunikasi langsung bersama narasumber yang berwenang 
untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi ini 
terfokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam 
penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 3 orang dari pihak Dinas 
Kelautan dan Perikanan dan 2 orang Masyarakat Nelayan Kota Sibolga. 
Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data 
sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang 
terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.  
 
· Deskripsi Narasumber 
a.Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin 
Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan 
menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan 
narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut akan 







Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin  
No  Jenis kelamin  Frekurensi  Presentse  
1.  Laki-laki  3 60%  
2.  Perempuan  2  40%  
 Jumlah  5  100%  
Sumber: Data wawancara 2018  
 
b.Deskripsi Narasumber Menurut Umur  
Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan 
menjadi 32 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, 
umur 40-49 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk 
masing-masing kategori umur sebagai berikut.  
 
                                         Tabel 4.2 
Deskripsi Narasumber Menurut Umur  
No  Umur   Frekuensi  Presentase  
1.  30-39 Tahum  4   80%  
2.  40-49 Tahun  1   20%  
 Jumlah   5   100%  






c.Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan  
Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada 
pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan 
narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri 
Sipil, Pegawai Kontrak, dan Nelayan. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi 
untuk masing-masing kategori sebagai berikut  
Tabel 4.3  
Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan  
No  Tingkat Pendidikan  Frekuensi  Presentase  
1.  Pegawai Negeri Sipil  4  80%  
2.  Pegawai Kontrak  -  -  
3.  Wirausaha  1  20%  
 Jumlah  5  100%  
Sumber : Data Wawancara 2018  
 
d. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 
 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga. Maka dapat dianalisis satu persatu 
jawaban dari respon sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut : 
 
 




Program kerja merupakan sebuah rencanan kegiatan organisasi yang disusun 
untuk jangkau waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh 
pengurus.Program kerja BPAN ini telah disusun dan disepakati oleh seluruh 
pengurus. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir.Binsar Manalu,M.M kk 
selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga yang diperoleh pada 
Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa program kerja dari program 
BPAN ini sangat bagus dan sangat menguntungkan buat para nelayan, hanaya 
saja kesadaran nelayan yang belom sadar akan jaminan resiko kerja yang tinggi. 
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dana Perikanan Kota Sibolga 
dengan melakukan sosialisasi kepada nelayan dana mengusulkan APBD untuk 
program BPAN ini agar nelayan tidak membayar premi lagi. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Tanjung S.Stpi 
selaku kepala Bidang Periakanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Sibolga yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan 
bahwa program kerja dari program BPAN ini sangat menguntungkan buat 
nelayan tetapi nelayan yang merasa berat membayar premi dan Dinas Kelautan 
dan Periakanan Kota Sibolga berupaya untuk mengusulkan program BPAN ini 
masuk ke APBD agar nelayan terasa ringan untuk tidak membayar premi lagi 
dan nelayan semakin antusias untuk mengasuransikan dirinya. 
 Adapun hasil wawancara dengan Ibu Cristina R.Hutapea,S.Pi selaku 
kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan yang diperoleh pada Hari Senin, 25 




hanya saja nelayan yang lebih mementingkan kebutuhan yang tidak menjamin 
diri mereka daripada mengasuransikan diri mereka kedalam program BPAN ini. 
Maka dari itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga terus berupaya 
meyakinkan nelayan dengan cara sosialisasi tentang program BPAN tersebut. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dialakukan dnegan Bapak Budi 
Tanjung pada tanggal 29 September 2018 beliau mengatakan bahwa kurang 
memuaskan pelayanan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang 
program BPAN ini. Dan berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota SSibolga 
bisa lebih efektif dalam memberikan informasi dan pelayanan tentang program 
BPAN tersebut. 
 Terkait dengan adanya program BPAN ini, menyimpulkan bahwa 
program kerja BPAN ini sangat bagus dan sangat membantu tetapi masih 
banyak nelayan yang belom sadar akan perlindungan diri mereka sendiri 
terhadap resiko kerja yang tinggi, terlalu terbebani dengan biaya premi sehingga 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga mengupayakan untuk mengusulkan 
biaya premi pada Program BPAN dimasukkan ke APBD agar nelayan tidak 
membayar biaya premi lagi. 
2.Kualitas Pelayanan 
 Kualitas pelayanan sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan 
dengan sebuah tindakan.Namun tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah 
hilang namun dapat dirasakan dan diingat.Dampaknya adalah konsumen dapat 




 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Binsar Manalu,M.M kk 
selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga yang diperoleh pada 
Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa pihak kantor melayani 
dengan bagus dan baik, terhadap pelaksanaan Program BPAN ini tetap masih 
saja ada pegawai yang kurang disiplin atas pelayanan dan tidak sesuai dengan 
TUPOKSI. 
 Adapun hasil wawancara dengan Baapak Syafrizal Tanjung,S.Stpi 
selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang diperoleh pada Hari Senin, 25 
September 2018, menyatakan bahwa pelayanan yang mereka berikan sudah 
efektif tetapi masih saja ada keluhan tentang pelayanan dan masih pegawai 
bekerja kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI. 
 Adapun hasil wawancara dengan Ibu CristinaR.Hutapea sekalu kepala 
Seksi Pemberdayaan Nelayan, yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 
2018, menyatakan bahwa pelayanan yang diberikanan sudah sesuai dengan 
TUPOKSI dan sudah berjalan dengan bagus. 
 Adapun hasil wawancara dengan Bapak Budi Tanjung sebagai 
Masyarakat Nelayan, menyatakan bahwa pelayanan dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Sibolga tentang Program BPAN ini adalah sangat tidak 
memuaskan karena pelayanannya yang sangat lambat dan banyak potongan 
ketika keluarga nelayan ingin mengurus asuransi yang aka keluar. 
 Terkait dengan adanya Program BPAN ini menyimpulkan bahwa 
kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan sangat tidak 




asuransi ataupun ketika asuransi keluar karena keluarga nelayan meninggal atau 
sakit.Nelayan merasakan pelayanan yang lambat karena masih ada pengawai 
yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan nelayan mendapaktan 




3.Efektivitas Program Kerja  
 Efektivitas Program Kerja merupakan suatu ukuran keberhasilan dari 
program yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program 
merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Binsar Manalu,M.M kk 
selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga yang diperoleh pada 
Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa program BPAN ini belom 
berjalan dengan efektif karena masih banyak nelayan yang belom sadar akan 
resiko kerja nelayan yang tinggi dan perusahaan yang tidak mengeluarkan 
asuransi terhadap nelayan karena bukti yang kurang akurat dan Pegawai Dinas 
Kelautan dan Perikanan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya 
sehingga program BPAN tidak berjalan dengan efektif. 
 Adapun wawancara dengan Bapak Syafrizal Tanjung selaku kepala 
Bidang Perikanan Tangkap yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, 
meyatakan bahwa program BPAN tidak berjalan dengan efektif karena dalam 




bahkan perusahaan asuransi tersebut.Nelayan yang belom sadar akan resiko 
kerja menjadi kendala yang sangat perlu diambil solusinya segera. 
Adapun wawancara dengan Ibu Cristina R.Hutapea,S.Pi selaku kepala 
seksi Pemberdayaan Nelayan yang diperleh pada Hari Senin, 25 September 
2018, menyatakan bahwa program BPAN tidak berjalan dengan efektif karena 
nelayan lebih mementingkan kebutuhan yang tidak penting daripada mereka 
harus membayar biaya premi asuransi nelayan dan Program BPAN tidak 
sepenuhnya berjalan dengan efektif karena kurangnya informasi kepada nelayan 
dan perusahaan asuransi yang kadang tidak mengeluarkan asuransi terhadap 
nelayan. 
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Budi Tanjung yang berprofesi 
sehari-hari sebagai nelayan penangkap ikan tradisional, menyatakan bahwa 
program BPAN ini belom efektif karena mereka terbebani dengan biaya premi 
yang cukup tinggi buat sebulan,dan mereka juga mengatakan bahwa tidak setiap 
hari dia mendapat ikan dari hasil tangkapannya jadi mereka merasa berat untuk 
membayar tiap bulannya biaya premi sebesar 175/bulan.Dia juga mengatakan 
semoga pemerintah lebih meningkatkan dan menupayakan agar nelayan bisa 
merasa ringan untuk biaya premi tersebut. 
Terkait dengan adanya program BPAN ini, dapat disimpulkan bahwa 
program BPAN ini belom berjalan efektif karena nelayan yang tingkat 
kesadaran yang masih rendah,Dinas yang tidak bertanggung jawab akan 
TUPOKSI dan perusahaan asuransi yang tidak mengeluarkan asuransi dnegan 




anggota asuransi karena melihat perang Dinas Kelautan dan Perikanan yang 
tidak efektif dan bertanggung jawab akan pekerjaan mereka dan nelayan 







Hasil penelitian mendapati bahwa program BPAN kurang efektif 
berjalan, hal ini dikarenakan tujuan program BPAN yang tidak tercapai 
dengan baik. 
1.Program Kerja 
 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh , program kerja darai 
program BPAN belom sepenuhnya efektif, adapun upaya yang dilakukan Dinas 
Keluatan dan Perikanan Kota Sibolga agar program BPAN bisa berjalan dnegan 
efektif yaitu, melakukan sosialisasi kepada nelayan terhadap program BPAN 
tersebut.Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Sibolga melalui radio, spanduk, dan melakukan penyuluhan disetiap kelurahan 
yang ada di Kota Sibolga tentang arti pentingnya Program BPAN ini.Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga juga berupaya untuk mengusulkan tentang 




dalam membayar biaya premi sehingga nelayan berantusias untuk mendaftar 
sebagai anggota asuransi. 
 Maka dapat disimpulkan bahwa program kerja dari program BPAN 
belom berjalan den efektif karena nelayan yang tidak berminat menjadi anggota 
asuransi karena terkendala akan biaya premi.Dalam hal ini Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Sibolga mengusulkan APBD untuk program BPAN dalam hal 
biaya premi sehingga nelayan merasa ringan untuk membayar biaya 
premi.Menurunnya partisipasi nelayan dalam pelaksanaan program BPAN 
dikarenakan beberapa salah satunya adalah, kepemilikan kartu nelayan yang 
mana kartu nelayan merupakan syarat penting dalam mendaftar program BPAN 
tersebut.Kartu nelayan tidak menyebar secara merata, seperti yang bukan 
nelayan mendapatkan kartu nelayan tersebut sedangkan yang nelayan asli tidak 
mendapatkan kartu nelayan.Sehingga ini lah menjadi faktor salah satu 
menurunnya kesadaran nelayan dalam hal pelaksanaan Program BPAN tersebut. 
 Berdasarkan kategorisasi ini penulis menyimpulkan bahwa menurunnya 
tingkat partisipasi nelayan tentang pelaksanaan Program BPAN bukan hanya 
sekedar sosialisasi yang kurang efektif tetapi ada faktor penting lainnya dalam 
memenuhi syarat pendaftaran program BPAN yaitu, kepemilikan kartu nelayan 
yang tidak merata. 
2.Kualitas Pelayanan  
 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait program BPAN sangat lah 




banyak memakan biaya operasional ketika ingin mengeluarkan biaya asuransi 
terhadap nelayan yang meninggal atau sakit.Dan banyak pegawai yang tidak 
menjalankan TUPOKSI dengan baik sehingga pegawai tidak bertanggung jawab 
akan pelayanannya.Faktor-faktor inilah yang menyebabkan nelayan kurang 
berpartisipasi dalam hal pelaksanaan program BPAN karena nelayan tidak 
merasa puas akan kualitas pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait 
program BPAN tersebut. 
 Berdasarkan kategorisasi penulis menyimpulakn, bahwa kualitas 
pelayanan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga sangat 
buruk dan tidak memuaskan nelyan ketika melaporkan keluhan terkait program 
BPAN.Dan juga nelayan sangat menyayangkan hal-hal administrasi yang tidak 
sesuai dengan peraturan yang dijanjikan diawal. 
 
3.Efektivitas Program Kerja 
 Berdasaskan hasil wawancara yang diperoleh, keefektifan dari program 
kerja Program BPAN tidak berjalan dengan baik dikarenakan program kerja 
yang dijalan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga tidak memuaskan 
nelayan dan tidak sesuai dari peraturan yang ada.Masih banyak oknum-oknum 
yang memanfaatkan program BPAN ini menjadi ladang usahanya untuk 
mendapatkan duit dari rezeki nelayan yang sudah meninggal ataupun sakit.Dan 
kurangnya efektif perusahaan asuransi dalam mengeluarkan dana asuransi 
kepada nelayan.Sehingga program BPAN ini tidak berhasil dalam meningkatkan 




 Berdasarkan kategorisasi ini penulis menyimpulkan, bahwa bukan hanya 
nelayan yang menjadi sebab tidak efektifnya program BPAN ini tetapi dari 
pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga dan perusahaan asuransi 













 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya tentan Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi 
Nelayan (BPAN) Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Masyarakat 
Nelayan Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.Maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a) Program Kerja dari Program BPAN di Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kota Sibolga dapat dikatakan belom berjalan dengan efektif, hal tersebut 
dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran nelayan terkait program 
BPAN yang mana program ini dapat meningkatkan perlindungan bagi 
mereka.Dan bukan hanya dinelayan saja tetapi Di Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Sibolga yang menjadi salah faktor penyebab tidak 
efektifnya program BPAN karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Sibolga yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah 
diatur di perundang-undangan sebelumnya. 
b) Kualitas pelayan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan yang 
tidak memuaskan dan tidak bertanggung jawb akan TUPOKSI terkait 
program BPAN tersebut,yaitu seperti pegawai yang tidak memberikanan 
pelayanan dengan baik kepada nelayan dan oknum-oknum di Dinas 
Kelautan dan Perikanan di Kota Sibolga mecari kesempatan dalam 




c) Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang “ Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. 
Pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak bagi nelayan adalah terlindung 
dari resiko bencana alam, perubahan iklim”. Program BPAN di Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga sanagt belom berhasil 
kefektifannya, hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya tujuan, 
kurangnya informasi yang didapat oleh nelayan terkait program BPAN, 
dan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Sibolga serta berbagai macam hambatan-hambatan lain 
yang mempengaruhi efektifitas program kerja Program BPAN. 
 
B. Saran 
Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk 
menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian,dimana saran sebagai masukan 
bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan penelitian pada 
waktu yang akan datang, Pada bagian akhir dari penulisan ini, penulis akan 
menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait, pada umumnya Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga pada khusunya, adalah sebagai berikut : 
a) Diharapkan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga 
agar memperjelas informasi yang disampaikan sehingga mempermudah 
masyarakat nelayan memahami informasi yang disampaikan oleh pihak 
Dinas dan sehingga nelayan bisa lebih sadar akan jaminan diri atas 




b) Diharapkan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga 
dalam menjalankan TUPOKSI harus bertanggung jawab dan 
memberikanan pelayanan yang baik bagi nelayan. 
c) Diharapkan pemerintah untuk lebih meningkatkan APBD untuk biaya 
premi program BPAN sehingga nelayan lebih terasa ringan untuk 
membayar biaya premi 
d) Diharapkan para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan 
yang ada. 
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